1 | Syarat lengkap tapi belum diterbitkan sertifikat Al
2 | Syarat lengkap tapi bersengketa dan tidak diajukan ke pengadilan | Bl
3 | Syarat lengkap tapi bersengketa dan diajukan ke pengadilan B2
4 | Syarat belum lengkap tapi tidak dikuasai oleh pihak lain C1
5 | Syarat belum lengkap tapi dikuasai oleh pihak lain D1

Berdasarkan hasil analisis pada bagian sebelumnya, tim peneliti membuat
model Klasterisasi data sebagai solusi atas permasalahan aset tanah yang belum
bersertifikat yang dapat dilihat pada Tabel 4.2. Setiap kategori diberikan kode huruf
dan urutan angka berdasarkan tata cara penyelesaian dan urutan tingkat kemudahan
penyelesaian dari angka terkecil. Kode A melibatkan Dinas Pertanahan Kota
Makassar untuk melakukan pendaftaran tanah kepada Kantor Wilayah BPN Kota
Makassar. Kode B1 melibatkan Dinas Pertanahan Kota Makassar selaku mediator
terhadap pihak OPD/SKPD dengan pihak yang keberatan. Kode B2 melibatkan para
pihak seperti pada kode B1, tetapi jika mediasi tidak berjalan dengan baik, maka
melibatkan bagian hukum dari Sekretariat Daerah Kota Makassar sebagali
perwakilan pemerintah di pengadilan. Kode C melibatkan OPD/SKPD itu sendiri
dalam mengurus segala kelengkapan berkas. Kode D melibatkkan para pihak
seperti pada kode B1, tetapi memiliki potensi kehilangan aset dikarenakan alat
pembuktian yang kurang, sehingga diperlukan upaya luar biasa yang dapat
melibatkan pihak lainnya.

4.2. Potensi Khusus

Hasil riset menunjukkan bahwa teori Hukum Fungsional dari Ter Heide masih
relevan di masa sekarang sehingga riset ini dapat menjadi rujukan terbaru dan juga
menemukan hal-hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait perilaku
masyarakat sehingga hasil riset akan dipublikasikan pada Jurnal Poros Hukum
Padjajaran dan akan memperoleh Hak Cipta sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

BAB 5. PENUTUP
5.1. Kesimpulan

Hasil riset menunjukkan bahwa teori Hukum Fungsional dari Ter Heide masih
relevan di masa sekarang sehingga riset ini dapat menjadi rujukan terbaru dan juga
menemukan hal-hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait perilaku
masyarakat sehingga hasil riset akan dipublikasikan pada Jurnal Poros Hukum
Padjajaran dan akan memperoleh Hak Cipta sebagai Hak Kekayaan Intelektual.
5.2. Rekomendasi

Selain itu, riset ini juga bermanfaat bagi pemerintah Kota Makassar dengan
rekomendasi model klasterisasi yang ditawarkan sebagai pedoman percepatan
sertifikat yang tim peneliti rumuskan dalam policy brief, yaitu berupa 3
rekomendasi, yaitu pembentukan tim percepatan sertifikasi yang berpedoman
dengan klasterisasi data dari hasil riset ini, pengintegrasian sistem inventarisasi aset
daerah Kota Makassar terhadap sistem nasional, dan pembaharuan pengaturan
larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.
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